
PEN-'AITJIAN KTR.'A SAUA

AIYTARA

DIIIAS KTPEIIDUDUXAIT DAIT PEITCATATAIT SIPIL
KO:rA PAI"JIITGKA RAYA

DEIITGAITT

DII{AS PERDAGAITGAIII, XOPEnASI, UNtr[ DAlt PERIITDUSTRIAIT
KCTTA PALAITGKA RAYA

NOMOR: 470/568 /DKPSI x 12A23
NOMOR: 87A / 132O/DPKUKMP-Sekt.3 /x/2023

TENTANG

PEMAIIFAATAII ITOMOR II{DUK KTPEITDUDUKAII, DATA I{EPENDITDUKAN
DAN ITARTU TANDA PEITDUDUK tr,LEKTROITIK DALA*I LAYAITAfi LINGKUP TUGAS

DIITAS PERDAGANGAN, KOPTNASI, UKM DAN PIruNDUSTRIAN
KOTA PALITITGKA RAYA

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Betras bulan Okober tahun lha ribu dua puluh
tiga, bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yang
bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama
Alamat
Jabatan

2. Nama
Alamat
Jabatan

Dra. FIFI ARFINA, M.Sl
Jalan G. obos XI/Ir. soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya (23111)
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota palangka Raya
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yang selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.

sAlIsuL RJIIZAL, S.P.,M.Si.
Jalran Tjilik Riwut Kilometer 5,5 Palangka Raya (73L12)
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, ukm dan Perindustrian Kota
Palangka Raya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas
Perdagangan, Koperasi, ukm dan Perindustrian Kota Palangka Raya yang
selanjutnya disebut PIIIAII NEDUA.
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Pasal 2
Kewajiban pARA PIHAK

(1) PIIIAII KTSATU mempunyai kewajiban untuk:
memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9 (sembilan)berupa NIK, no. KK, nama rengkap, lenis t etaminl tempat rahir,tanggal/bulan/tahun lahir, status p"rk.*irr.r, jenis p"r."r:L"", dan alamatsekarang kepada PIIIAI( xtDUA berdasarkan NI( mehluimeto-de uteb poftal;
P:l{gdi"kan jaringan komunikasi data dari PIIIAK KtsATU kepada PIIIAI{KEDUA untuk 1.(9a1u) titik jaringan berbasiskan jaringan tertutup atas biayaDinas Komunikasi Informatita Statistik dan Persandiar f.6t" p"f""SL" Raya; 

--J --

memberikan' user id dan pass-word. kepada PIIIAK KEDUA yang [engetotaannyamenjadi tanggung jawab pIItAI( I(tDUi; dan

(2) PIIIAI( I{EDUA mempunyai kewajiban untuk:
mencantumkan {I{ rans sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yangditerbitkan PIIIAK I{EDUA;
memberikan data.-berupa nomor/ketgrangan penerima bantuan dan jenis bantuansebagai data balikan, guna meiengkapi art U.se kependudukan milik PIIIALKTSIITU;
bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yangdiakses dari PIIINI IftSATtr;
memberikan layanan Prrrarr KsDuA berdasarkan KTp-el dan/atau ld"entitasKependudukan Digital (IKD) dan tidak mempertimbangkan tempaipenerbitan KTp-eldan/atau IKD;
membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el dan/atau IKD melalui media cetakdan/atau elektronik;
bert'anggung jawab_sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukanyang diakses dari pII{AI( I{ESATU;
menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan programPIHAI( TTIDUA;
menerapkan standar nasional Indonesia intem.atianat organization forstandardization/ international electrotec?vticat qmmis"t"i izi6l da; menyerahkansertifikat ISO/IEC 27aal dimaksud paling tambat 6 (enarn) bulan sejakditandatanganinya perjanjian keq'a sama irii;
meqjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukanqenyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari plrrArr KESATU dantidak memberikarr- data kgnada piir"tJuin *.t",rprn jangka waktu perjanjian
Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3
Hak pARA PIIIAI{

PIHAI( KTSATU mempunyai hak untuk:
a. mengawasi pelaksanaan kewajiban PIHAI( KEDUA;
b' mendapatkan data balikan berupa nomor/keterangan penerima bantuan, dan jenisbantuan yang diterima dari PIrrArr I{EDUA yang data kependudukannya telahdiakses oleh pIrrAK KTDUA berdasarkan perjanjiln Kery'a s'"** irri;

a.

b.

c.

a.

b.

c.

d.

e.

c'b.

h.

(1)
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if

PIHAK KTSATU dan PIHAI( KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIIIAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:
L. bahwa PIHAI( KTSATU adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Palangka Raya yang menjadi '
kewenangan Daerah Kota Palangka Raya

2. bahwa PIIIAK KEDUA adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang
Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya.

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674,, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

. Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 232,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2A06 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OL3 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20A6 Tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al9 Nomor 102, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 635a);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak
Akses dan Pemanf,aatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol9 Nomor 1611);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2O2l tentang Sistem Manajemen
Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan;

5. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 46 Tahun 2O21 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Ke{a Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;

6. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri Nomor : aOO.8.1.2/ La93lDukcapil tanggal, 2
Februari 2023 hal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tenthng Pemanfaatan Nomor Induk
Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam
Lingkup T\rgas Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota
Palangka Raya dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I
Maksud dan Tqiuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefekti{kan fungsi dan
peran PARA PIIIAI( dalam rangka verifikasi dan validasi data penerima bantuan UKM
dalam layanan PIIIAK KEDUA melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK),
Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

2



mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari PIHAII IltDUA terhadap
sistem, data, jaringan dan program PIHAII KTDUA atas akses data kependudukan
dari PIHAI( IIESATU.
mendapatkan jaminan dari PIIIAK KEDUA terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan
kebenaran data yang telah diakses oleh PIIIAI( I{EDUA serta tidak dilakukannya
penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak hln
walaupun jangka waktu Perjanjian Kerl'a sama ini telah berakhir.

{21 PIHAI( IIE'DUA mempunyai hak unruk:
a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan melipufl g

{sembilan) berupa Nomor KK, NIK dengan nama lengkap, jenis kelamin, tempat
lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dal
alamat sekarang yang dilakukan dari PII{AI( KTSATU berdasarkan NIK melalui
metode uteb portat;

' b. mendapatkan user id dan passroord dan PIIIAI{ I(ESATU yang pengelolaannya
menjadi tanggung jawab PII{AK KEDUA;

Pasd 4
Jangh trIahu

ferja,njian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian Kerja Samaini oleh PARA PIIIAI( sampai dengan tanggal delapan belas bulan Ottlter taliun Dua
ribu dua puluh empat, dan dapat diperpanjang ataJpersetujuan PARA pIIIAK.

Berakhir"* Jntln Kerja sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

a. jangka waktu Perjanjian.{"tj" Sama telah berakhil dan/atau atas kesepakatan pARA
PIIIAII untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka *iiiu p"rJ'""Ji""-6rji*Sama iniberakhir; dan

b. adanya perubahan nomenkliatur/kelembagaan PIHAK KEDUA, sehingga perlupembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
Keadaan ilemaksa (Force MaJeure)

{ltabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIIIAK atau keadaan memaksa, dapat
dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan PARA pIIIAK.
Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah ad,anya kebijakan
pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan pedanjian
Kerja Sama ini dan apabila terjadi hat-hal di luar kekuasaan pARA PIIIAI(

c.

d.

(1)

(21
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(1)

(21

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan !

Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan
pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara PARA PIIIAK akan diselesaikarl secara "

musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat {1} tidak
tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

PIHAK I(EDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data
Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan
bulan Desember untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU.
PIHAK KTAATU melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan
KTP-e1 secara berkala atas laporan PIHAK XTDUA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

PIHAK I{ESATU dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan
dan KTP-el sewaktu-waktu.
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.

Pasal 9
Laln-Lain

Dalam ha1 PIIIAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2), maka PIIIAK KESATU dapatmengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian
Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang
dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedanjian
Kerja Sama ini.

Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam peliaksanaan Perjanjian Kerja
Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIIIAK dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

{u

{2t

(3)

(4)

(1)

t2l

t3)
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Pasal 1O
Penutup

D-.9mik!n Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing
dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan -hukum yang salna setelafi
ditandatangani PARA PIIIAIi.

u.si
r (rvlbl

I9830it 2 (}01

#
s.P.rM.Si.
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